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Abstract. Analyse the regional independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio to see how the financial 

performance of the Karawang Regency local government. Objective To analyse the fiscal performance of the 

Karawang Regency local government. Governments conduct financial performance analyses to measure their 

efficiency, identify areas for improvement, assess their current and future financial health, determine whether 

they can meet their obligations, and monitor compliance with spending plans. The researchers in this study relied 

on quantitative techniques. Data is collected using research instruments and analysed quantitatively and 

statistically with the aim of testing predetermined hypotheses, as explained by Sugiyono (Quantitative, 2016). This 

research method is based on the philosophy of positivism..budget year 2020 is 72.01% 2021 regional financial 

independence ratio 68.14% with the 2022 budget year the percentage has increased 70.80% the effectiveness 

ratio 2020 is 119.22% 2021 115.74% is categorised as very effective 2022 99.76% is categorised as quite 

effective.The efficiency of the Karawang Regency Regional Revenue Agency in the 2020 budget year was 95.31% 

2021 the effectiveness ratio experienced an increase of 94.32% the 2022 budget experienced a significant increase 

of 100.09% categorised as inefficient From 2020 to 2022, the percentage of patients with RKKD on the knee is 

2020 72.01%, 2021 68.14% & 2022 70.80%, REPAD in order: 119.22%, 115.74% & 99.76% from 2020 to 2022. 

From 2020 to 2022, the RECD figures are 95.31%, 94.32% and 100.09%. This is because with PAD, the 

Realisation of Regional Expenditure of the Karawang district government from 2020 to 2022 

 

Keywords: PAD, Financial Performance, Karawang Regency, Regional financial independence ratio 

Effectiveness ratio, Efficiency ratio 

 

Abstrak. Menganalisis rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi untuk melihat bagaimana 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. TujuanMenganalisis kinerja fiskal pemerintah daerah 

Kabupaten Karawang. Pemerintah melakukan analisis kinerja keuangan untuk mengukur efisiensi mereka, 

mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, menilai kesehatan keuangan mereka saat ini dan di masa 

depan, menentukan apakah mereka dapat memenuhi kewajibannya, dan memantau kepatuhan terhadap rencana 

pengeluaran. Para peneliti dalam penelitian ini mengandalkan teknik kuantitatif. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan instrumen penelitian dan dianalisis secara kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (Kuantitatif, 2016). Metode penelitian ini 

berlandaskan pada filsafat positivisme..tahun anggaran 2020 sebesar 72.01% 2021 rasio kemandirian keuangan 

daerah 68,14% dengan tahun anggaran 2022 persentasenya mengalami kenaikan 70,80% rasio efektifitas 2020 

sebesar 119,22% 2021 115,74% dikategorikan sangat efektif 2022 99,76% dikategorikan cukup Efektif.efisiensi 

badan pendapatan daerah Kabupaten Karawang tahun anggaran 2020 sebesar 95,31% 2021 rasio efektifitas 

mengalami penaikan 94,32% anggaran 2022 mengalami penaikan signifikan yaitu 100,09% dikategorikan tidak 

efisienDari tahun 2020 hingga 2022, persentase pasien dengan RKKD pada lutut adalah 2020 72,01% ,2021 

68,14% & 2022 70,80%,REPAD secara berurutan: 119,22%, 115,74% & 99,76% dari tahun 2020 hingga 2022 

Dari tahun 2020 hingga 2022, angka REKD adalah 95,31%,94,32%dan 100,09%. Hal ini disebabkan karena 

dengan PAD, Realisasi Belanja Daerah Pemerintah pemerintah kabupaten karawang dari tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2022 

Kata kunci:PAD,Kinerja Keuangan,Kabupaten Karawang,Rasio kemandirian keuangan daerah Rasio 

efektifitas,Rasio efisiensi 
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LATAR BELAKANG 

Pemerintah Indonesia mengalami banyak perubahan setelah runtuhnya Orde Baru pada 

tahun 1998. Desentralisasi mulai terjadi pada sistem pemerintahan yang awalnya terpusat. 

Pemerintah daerah mendapatkan otonomi sebagai hasil dari desentralisasi. Disahkannya 

Undang-Undang Pemerintah Daerah Hal ini ditunjukkan oleh No. 22/1999. Aturan ini 

digunakan sebagai dasar untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada daerah. Untuk 

menciptakan pemerintahan yang bersih, pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas hal-

hal seperti ekonomi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan harus mampu mengelola uang 

dan menjalankan pemerintahan secara terbuka. Masyarakat berharap pemerintah daerah lebih 

baik dalam mencari peluang untuk menghasilkan uang, terutama untuk memenuhi kebutuhan 

pendanaan daerah untuk pemerintahan dan pertumbuhan. Dalam hal ini, pemerintah daerah 

perlu mengetahui bagaimana mengatur pemerintahan mereka untuk membuat tata kelola yang 

baik dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri secara teratur dalam jangka waktu tertentu. 

instansi pemerintahan merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai lembaga dengan 

sekumpulan sumber daya manusia yang dipilih berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan 

dalam menjalankan tugas negara demi mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi 

kesenjangan hidup melalui pelayanan publik dari lembaga instansi yang ada (Apriyanti & 

Fadli, 2023) 

Tujuan melakukan analisis kinerja keuangan adalah untuk menilai efisiensi dan 

efektivitas pemerintah, serta memastikan kesehatan keuangan, potensi pendapatan atau sumber 

daya ekonomi, kapasitas untuk melaksanakan tugasnya, dan kepatuhan terhadap peraturan 

mengenai alokasi dana. Salah satu metode untuk mengevaluasi kestabilan finansial adalah 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan..  

 Standar keberhasilan yang telah ditetapkan diperlukan agar kinerja individu atau 

kelompok bisa dinilai. Pengukuran kinerja membantu menilai sejauh mana hasil mendekati 

tujuan yang ditetapkan. Perencanaan strategis adalah fondasi organisasi, yang meliputi visi, 

misi, dan kebijakan. Dari sana, penetapan tujuan, pembuatan program dan anggaran, serta 

pembagian tugas dan fungsi, semuanya harus merujuk pada perencanaan strategis yang telah 

dibuat.  
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KAJIAN TEORITIS 

Mahmudi menekankan bahwa teknik analisis laporan keuangan berguna untuk 

mengevaluasi kinerja finansial suatu daerah. Menurut Mahmudi, laporan keuangan perlu 

dianalisis untuk menggambarkan kinerja finansialnya. Tujuan dari pemeriksaan laporan 

keuangan adalah untuk menilai keefektifan keuangan dengan memahami makna data yang 

terdapat dalam laporan keuangan. Hasil analisis ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan 

keputusan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik, sehingga memungkinkan 

kesimpulan tentang kinerja finansial daerah. Secara spesifik, ini berhubungan dengan 

pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, termasuk pendapatan 

dan pengeluaran. Penilaian komparatif atas hasil-hasil ini kemudian dapat dilakukan antar 

daerah(Karina & Noerainy, 2016). 

A. Indikator Kinerja Keuangan Daerah 

Menurut Dessler Menjelaskan evaluasi kinerja sebagai proses menilai pencapaian 

karyawan saat ini atau dalam masa lampau terhadap standar prestasi yang telah ditetapkan. 

Penilaian kinerja digunakan untuk mengukur sumbangan individu (karyawan) terhadap 

organisasi di mana mereka bekerja. Dessler mengilustrasikan model penilaian kinerja yang 

mencakup indikator sebagai berikut: 

1.Kualitas pekerjaan melibatkan akurasi, ketuntasan, dan penerimaan tugas yang 

diselesaikan.Dalam periode waktu tertentu, Produktivitas adalah hasil dari jumlah dan efisiensi 

pekerjaan yang dilakukan. 

2.Pengetahuan pekerjaan terdiri dari informasi dan kemampuan praktis/teknis yang 

digunakan dalam pekerjaan;  

3.Ketergantungan berkaitan dengan Seberapa dapat diandalkan seorang karyawan dalam 

menyelesaikan tugasannya dan memenuhi harapan. 

4.Kehadiran berkaitan dengan sejauh mana seorang karyawan mematuhi waktu istirahat 

dan makan yang telah ditentukan, tepat waktu, dan menyimpan Rekam jejak kehadiran mereka 

secara keseluruhan. 

5.Kemandirian mengacu pada seberapa jauh pekerjaan dapat dilakukan sendiri atau 

memerlukan pengawasan minimal.(Sains, 2018) 

B. Rasio Kemandirian 

Kemampuan sebuah wilayah untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, 

pembangunan, dan layanan masyarakatnya sendiri dapat dilihat dari (RKKD) mengindikasikan 

seberapa mandiri suatu wilayah. mampu mendanai inisiatif publik dan layanan masyarakat 

sendiri dengan pendapatan pajak dan retribusi yang telah dikumpulkan, yang merupakan 
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sumber dana penting bagi Di suatu lokasi, Kemampuan suatu daerah untuk mengandalkan 

sumber daya sendiri dibandingkan dengan sumber-sumber dari luar Berikut ini adalah beberapa 

pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung Rasio Kemandirian::  

Rasio kemandirian mengukur sejauh mana suatu daerah dapat menopang kegiatan 

pemerintahan, inisiatif pembangunan, dan layanan masyarakat secara finansial dari pendapatan 

yang dihasilkan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan di dalam wilayah tersebut 

Penjelasan mengenai pola hubungan rasio kemandirian 

1. Polanya terdiri dari ketergantungan instruktif, di mana pemerintah pusat mengambil 

alih fungsi otonomi daerah di wilayah yang tidak mampu melaksanakannya sendiri. 

2. Pola interaksi konsultatif, di mana daerah dianggap memiliki kemampuan sedikit lebih 

baik dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga Intervensi dari pemerintah pusat mulai 

menurun.. 

3. Pola Pemerintah pusat semakin berkurang perannya karena daerah menjadi lebih 

partisipatif. sudah hampir siap untuk mengelola urusan terkait otonomi daerah. 

4. Pola delegatif, di mana urusan otonomi daerah sepenuhnya diawasi oleh masing-

masing negara bagian atau teritori secara independen dari pemerintah federal. 

C. Rasio Efektifitas 

Rasio Efektivitas PAD mencerminkan seberapa efisien Untuk membantu pemerintah 

daerah mencapai target pendapatannya, pemerintah daerah menetapkan target sebelumnya 

dengan mempertimbangkan potensi ekonomi. Semakin besar tingkat keberhasilan pendapatan 

daerah, semakin besar pula efisiensi yang terdapat pada daerah tersebut dalam mencapai 

pendapatan yang telah ditargetkan kapasitas pemerintah daerah. Konsep efektivitas ini 

berkaitan dengan seberapa baik operasi sektor publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 

karena itu, suatu tindakan dianggap efektif jika secara signifikan berkontribusi pada 

kemampuan untuk memberikan layanan masyarakat yang telah ditargetkan. Dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan asli daerah lebih efektif ketika Ketika realisasinya melampaui target yang 

ditetapkan, dan sebaliknya, ketika target kurang tercapai dari realisasi pendapatan yang 

dihasilkan (Putra, 2018: 63). Informasi selanjutnya diperlukan untuk menghitung rasio 

efektivitas:     

D. Rasio Efisiensi 

Dengan melihat rasio efisiensi keuangan daerah, kita dapat melihat berapa banyak uang 

yang dihasilkan dibandingkan dengan berapa banyak yang dibelanjakan untuk menghasilkan 

pendapatan. Untuk menentukan rasio efisiensi, pemerintah daerah harus cermat dalam 

menentukan pengeluaran yang terkait dengan perolehan pendapatan, menurut Halim menilai 
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efisiensi proses pengumpulan pendapatan tersebut. Langkah ini penting karena walaupun 

pemerintah daerah mungkin berhasil mencapai target pendapatannya Meskipun sesuai dengan 

yang telah ditetapkan, keberhasilan tersebut memiliki arti yang kurang signifikan jika biaya 

yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut melebihi pendapatan yang diperoleh. 

E. Hipotesis 

Setelah presentasi kerangka berpikir dan landasan teori, langkah ketiga dalam penelitian adalah 

perumusan hipotesis. Hipotesis dibuat sebagai solusi temporer untuk masalah yang akan 

diteliti.dan dievaluasi untuk menunjukkan kebenaran atau kebohongan dengan cara yang tidak 

bergantung pada prinsip. 

1. Rasio kemandirian keuangan daerah dengan kinerja keuangan  

dalam teori agensi, di mana perusahaan berfungsi sebagai dasar teori untuk praktik bisnis. Teori 

keagenan ini telah diterapkan Di dalam lembaga publik, khususnya di lingkungan 

pemerintahan daerah, baik dengan disadari atau tida. Pemerintahan daerah di Indonesia adalah 

salah satunya. Selain itu, sejak pemerintah daerah diberi otonomi dan desentralisasi pada tahun 

1999. Menyusun anggaran APBD 2020-2022 adalah tugas utama Pemerintah lokal, termasuk 

pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. analisis kinerja anggaran untuk seluruh perangkat 

kerja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan kinerja relisasi  anggaran 

Kabupaten karawang  lebih baik jika tingkat penyerapan anggaran lebih tinggi, dan sebaliknya, 

kinerja anggaran lebih buruk jika tingkat penyerapan anggaran lebih rendah. Persentasi 

Anggaran dan realisasi anggaran kabupaten karawang pada tahun 2020 (98,28%), tahun 2021 

(96,28) Dan pada tahun 2022 (100.01) Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

performa finansial dipengaruhi oleh tingkat kemandirian finansial daerah. Dengan demikian, 

Berikut adalah formulasi hipotesis untuk penelitian ini: 

H1: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

2. Rasio efektivitas dengan kinerja keuangan 

analisis kinerja Lk dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karawang selama periode 

anggaran 2020-2022 yang disampaikan secara daring dapat membantu mengurangi biaya. 

Kemampuan suatu daerah untuk mengandalkan sumber daya yang dimilikinya dibandingkan 

dengan sumber-sumber dari luar diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: mencapai 111,57%. Hal ini 

disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan 

anggaran sebelumnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Karawang berhasil mencapai 

Pendapatan Asli Daerah yang telah ditentukan. Untuk mempertahankan prestasi ini, 
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pemerintah daerah harus terus menghasilkan uang sebanyak mungkin. Untuk meningkatkan 

PAD, inisiatif dan komitmen Pemerintah Daerah sangat penting. 

 Dari penjelasan sebelumnya, Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas 

memiliki dampak pada kinerja finansial.Berikut adalah formulasi hipotesis untuk penelitian 

ini:. 

H2 : Rasio efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

3. Rasio efisiensi dengan kinerja keuangan 

Teori prinsipal-agensinya pemahaman tentang tanggung jawab dalam kerangka ekonomi dan 

alasan di baliknya. mengapa pemerintah daerah dengan sukarela memberikan laporan 

keuangan dan non-keuangan. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan rasio memiliki dampak pada kinerja finansial. Selain itu, , Berikut adalah 

formulasi hipotesis untuk penelitian ini: 

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan dari kabupaten karawang pada tahun 

2020-2022 kemandirian keuangan daerah Tren menunjukkan peningkatan positif dengan rata-

rata tingkat kemandirian keuangan sebesar 70,31%, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

111,57%, dan efisiensi 96,57%. Meskipun begitu, Mayoritas anggaran masih digunakan untuk 

biaya tetap, namun rasio pendapatan operasional terhadap total pengeluaran selalu berubah dan 

semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk 

meningkatkan kemampuan dan kinerja keuangan Kabupaten Karawang. diperlukan Kabupaten 

Karawang 

H3: Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

PARADIGMA PENELITIAN/KERANGAKA BERPIKIR 

Gambar 1 Paradigma Penelitian 

Laporan Realisasi Angaran Pemerintah 

kabupaten karawang tahun 2020-2022

RASIO 

KEMANDIRIAN

RASIO 

EFEKTIVITAS 

PAD

RASIO 

EFENSIENSI 

APBD
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2016). Pendekatan ini 

menggunakan perangkat penelitian untuk mengumpulkan data dan menganalisis populasi atau 

sampel tertentu. Analisis data adalah prosedur yang ketat dan sistematis yang menggunakan 

metode kuantitatif dan statistik untuk menilai hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Instansi yang dimaksud, yaitu kantor BAPENDA Kabupaten Karawang, menyediakan 

data sekunder untuk penelitian ini. Catatan dan dokumen terkait lainnya juga diterima. Data 

yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi terdiri dari yang disajikan 

meliputi Data umum dan data yang ditargetkan. Data umum menyajikan ringkasan 

komprehensif mengenai BAPENDA Kabupaten Karawang, sementara data khusus terdiri dari 

laporan realisasi anggaran dari pemerintah daerah yang diterima dari BAPENDA Kabupaten 

Karawang tahun 2020 -2022 

B. Tabel Operasioanal Variabel 

 

C. Populasinya Penelitian 

Populasi adalah faktor penting yang memerlukan perhatian menyeluruh bagi peneliti 

untuk mencapai Hasil yang dapat diandalkan dan relevan untuk area atau subjek penelitian 

tersebut. Dalam konteks studi ini, wilayah yang menjadi fokus adalah Kabupaten Karawang. 

D. Sampel Penelitian 

Populasi adalah faktor penting yang memerlukan perhatian menyeluruh bagi peneliti untuk 

mencapai Informasi yang dapat diandalkan dan relevan untuk area atau objek penelitian 

tersebut.Dalam konteks penelitian ini kelompok yang menjadi fokus analisis adalah Kabupaten 

Karawang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menerapkan strategi atau pendekatan yang dikenal sebagai teknik Langkah pertama 

dalam melakukan penelitian adalah mengumpulkan data yang relevan. saya. Dalam kerangka 

penelitian ini, strategi pengumpulan data yang diterapkan berfungsi sebagai bukti. Salah satu 

metode pengumpulan informasi adalah melalui dokumentasi. melibatkan analisis Bahan-bahan 
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tertulis yang terkait dengan subjek penelitian, seperti publikasi, jurnal, regulasi, dan laporan. 

kegiatan, dan sebagainya. 

F. Teknik Pengolah Data 

Proses penggalian Proses persiapan Pengelolaan data melibatkan persiapan data dari setiap 

variabel penelitian sehingga siap untuk analisis.. Untuk mengumpulkan data yang 

komprehensif dari setiap objek untuk setiap variabel yang diteliti, pengolahan data meliputi 

penyuntingan data, transformasi data (pengkodean), dan tampilan data 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil/Analisis Data 

1. Data Khusus 

 Data khusus dalam laporan ini meliputi LRA Kabupaten Karwang untuk tahun 2020-

2022. Tabel berikut menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran.dapat dilihar dari table  

a. LRA Tahun 2020 

Tabel 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 

 

Telah diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Karawang dapat melebihi anggaran yang 

dialokasikan. Hal ini dapat dibandingkan dengan realisasi belanja daerah yang melebihi 

anggaran yang dialokasikan. Postur APBD Kabupaten Karawang tahun 2020 mengalami 

kelebihan sebesar Rp 205.091.291.639,85 

b. LRA Tahun 2021 

Tabel 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 
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 Telah diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Karawang dapat melebihi 

anggaran yang dialokasikan. Hal ini dapat dibandingkan dengan realisasi belanja 

daerah yang melebihi anggaran yang dialokasikan. Postur APBD Kabupaten Karawang 

tahun 2021 mengalami kelebihan sebesar Rp  281.009.590.026,38 

c. LRA Tahun 2022 

Tabel 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 

 

 Telah diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Karawang dapat melebihi 

anggaran yang dialokasikan. Hal ini dapat dibandingkan dengan realisasi belanja 

daerah yang melebihi anggaran yang dialokasikan. Postur APBD Kabupaten Karawang 

tahun 2022 mengalami kelebihan sebesar Rp -4.142.501.415,00 

2. Analisis Data 

 Studi ini menganalisis performa finansial pemerintah daerah Kabupaten Karawang, 

dengan fokus mengevaluasi prestasi yang telah diraih oleh kabupaten tersebut selama delapan 

tahun, dari 2020 hingga 2022. Dalam menilai Untuk mengevaluasi kinerja Tiga jenis rasio yang 

berbeda digunakan dalam penelitian ini: rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio 

kemandirian. Apa yang terjadi ketika angka-angka ini dilihat?. 

a. Rasio Kemandirian Daerah 

 Berikut perhitungan APBD Kabupaten Karawang Dengan menggunakan 

indikator RKKD digunakan rumus sebagai berikut: 

Rasio Kemandirian = Realisasi (PAD)  x 100% 

   Pendapatan Trasnfer 

Tabel 7 Kriteria RKKD 
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RKKD Tahun Anggaran 2020=1.990.406.413.616,00 x100% = 72,01% 

      2.764.028.910.356,00 

RKKD Tahun Anggaran 2021=2.064.399.869.185,00 x100%= 68,14% 

        3.029.850.463.855,00 

RKKD Tahun Anggaran 2022=2.245.012.786.660,00 x100%= 70,80% 

        3.171.144.250.469,00 

Hasil perhitungan menunjukkan bPada tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Karawang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 72,01%. 

Namun, menurut penilaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, rasio 

kemandirian keuangan daerah pada tahun tersebut belum memenuhi kriteria efektivitas 

yang ditetapkan. Sehingga, terjadi penurunan pada rasio kemandirian keuangan daerah 

pada tahun 2021 menjadi 68,14%, yang juga dikategorikan sebagai kurang efektif. 

Sementara pada tahun anggaran 2022, persentasenya naik menjadi 70,80%, tetapi tetap 

diklasifikasikan sebagai kurang efektif. 

b. Rasio Efektivitas 

  Rasio efisiensi mengevaluasi bagaimana pengeluaran dibandingkan dengan 

laba yang dihasilkan oleh sumber-sumber lokal (PAD). Namun, rasio efektivitas 

mempertimbangkan yaitu diproyeksikan. Dinas Pendapatan Daerah menggunakan 

teknik yang tepat kab.Karawang melakukan perhitungan APBD sebagai berikut: 

Rasio Efektivitas : Target Penerimaan PAD Yang DIterapkan X100% 

    Berdasarkan Potensi Rill Daerah 

Tabel 8 Kriteria Rasio Efektifitas Keuangan Daerah 

 

Rasio Efektifitas Tahun 2020=1.303.353.416.438,35x100% = 119,22% 

      1.093.226.521.195,00  

 Rasio Efektifitas Tahun 2021=1.651.850.841.989,00 x100% = 115,74% 

    1.427.192.019.181,00 

 Rasio Efektifitas Tahun 2022=1.617.783.012.031,00 x100% = 99,76% 

    1.621.685.295.499,00 



  
 
 

 E-ISSN : 3046-9848, DAN P-ISSN : 3046-899X, HAL. 101-116 

 

 Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan Pada tahun anggaran 2020, 

efektivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang terukur sebesar 119,22%. 

Menurut standar evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 

tersebut, rasio efektivitas pada tahun anggaran 2020 diklasifikasikan sebagai sangat 

efektif. Namun, pada tahun anggaran 2021, rasio efektivitas mengalami penurunan 

menjadi 115,74%, yang masih dikategorikan sebagai sangat efektif. Sementara pada 

tahun anggaran 2022, persentasenya turun secara signifikan menjadi 99,76%, yang 

dikategorikan sebagai cukup efektif. 

c. Rasio Efisiensi 

Berikut ini cara mengetahui rasio efisiensi: Rasio efisiensi keuangan menunjukkan 

bagaimana jumlah total uang yang dihabiskan untuk menghasilkan uang dibandingkan 

dengan jumlah total uang yang dihasilkan. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah 

nama angka ini. Semakin rendah jumlah efisiensinya semakin tidak efisien pemerintah 

daerah tersebut.. 

Rasio Efisiensi = Realisasi Belanja Daerah  x 100% 

   Realisasi Pendapatan Daerah 

Tabel 9 Kriteria Rasio Efesiensi 

 

Rasio Efisiensi Tahun 2020=4.169.175.569.090,50 x100% = 95,31% 

     4.374.266.860.730,35 

Rasio Efisiensi Tahun 2021=4.670.671.298.817,62 x100% = 94,32% 

     4.951.680.888.844,00 

Rasio Efisiensi Tahun 2022=4.806.740.763.915,00 x100% = 100,09% 

      4.802.598.262.500,00 

 Berdasarkan Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada 

tahun anggaran tersebut, efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang 

dapat diidentifikasi melalui rasio tersebut 2020 adalah sebesar 95,31%. Menurut 

kriteria evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada tahun tersebut, 

rasio efisiensi pada tahun anggaran 2020 diklasifikasikan sebagai tidak efisien. Namun, 

pada tahun anggaran 2021, rasio efisiensi mengalami penurunan persentase 

anggarannya. 94,32% dikategorikan tidak efisien, begitupun dengan tahun anggaran 
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2022 persentasenya mengalami penaikan signifikan yaitu 100,09% dikategorikan tidak 

efisien 

 Berikut Rekapitulasi Rasio Keuanngan Daerah Kabupaten Karawang Rahun 

Anggaran Tahun 2020-2022 

Tabel 10 Rekapitulasi Rasio Keuanngan Daerah Kabupaten Karawang Rahun 

Anggaran Tahun 2020-2022 

 

B. Pembahasan 

 Rasio-rasio keuangan berikut ini diperoleh dari rangkuman rasio-rasio yang telah 

disebutkan di atas Indikator kemandirian keuangan daerah 

a. Rasio Kemandirian Daerah 

 Rincian berikut ini diungkapkan oleh perhitungan rasio: Tingkat otonomi keuangan 

relatif antar daerah saat ini berada pada 2020 72,01% Kurang Efektif ,2021 68,14% Kurang 

Efektif & 2022 70,80% Kurang Efektif. Grafik 1 di bawah ini memberikan informasi lebih 

lanjut. 

Grafik 1 Rasio Kemandirian Daerah 

 

 Grafik di atas ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah 

mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2022. Dari kedua cara tersebut, 

ada banyak perbedaan. Kami menggunakan rasio menentukan sejauh mana suatu daerah 

mandiri secara finansial. Indeks otonomi keuangan di tingkat daerah memberikan gambaran 

seberapa efisien suatu daerah dalam mendukung operasional, pertumbuhan, dan pelayanan 

pemerintahnya sendiri kepada warga Individu yang telah memenuhi kewajiban mereka untuk 

membayar pajak dan retribusi berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. 

Penurunan otonomi keuangan daerah dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan kurangnya 

2020 2021 2022

Series1 72.01% 68.14% 70.80%

65.00%
70.00%
75.00%

Rasio Kemandirian Daerah
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efisiensi, sebagaimana dibuktikan oleh ringkasan rasio otonomi keuangan daerah pada tahun 

2020 (dengan 72,01% diklasifikasikan sebagai kurang efektif). Posisi keuangan tahun 2021 

mengalami penurunan sebesar 68,14%. Meskipun keadaan keuangan pada tahun 2022 masih 

mengalami kemandirian keuangan daerah yang kurang efektif 70,80%. 

b. Rasio Efektifitas 

Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan sebagai berikut: 

Data mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 119,22%. Pada 

tahun 2021, rasio ini mengalami penurunan menjadi 115,74%, sedangkan pada tahun 2022, 

tercatat penurunan lebih lanjut menjadi 99,76%. Informasi lebih lanjut terdapat dalam 

Grafik 2 di bawah. 

Grafik 2 Rasio Efektifitas 

 

 Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi kenaikan dan penurunan, dengan 

rasio efektivitas yang menunjukkan penurunan antara tahun 2020 s/d 2022. Rasio Rasio 

efektivitas merujuk pada Keterampilan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan lokal 

sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi 

sebenarnya di wilayah tersebut dalam konteks ini. Berdasarkan rekapitulasi rasio efektivitas, 

posisi keuangan pada tahun 2021 adalah 115,74%, yang mengindikasikan adanya penurunan 

efektivitas keuangan daerah meskipun masih tergolong sangat efektif pada tahun 2020. Pada 

tahun 2020, posisi keuangan sebesar 119,22%,menunjukkan sangat efektif. Pada tahun 2021 

dan 2022, posisi keuangan sebesar 99,76%yang menunjukkan sangat efektif, pada tahun 2022 

posisi keuangan sebesar 99,76% yang menunjukkan efektif. 

2020 2021 2022

Series 1 119.22% 115.74% 99.76%

119.22% 115.74%
99.76%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Series 1

Series 1
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c. Rasio Efisiensi 

Tabel 11 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Pemerintah Kabupaten 

Karawang Tahun 2020-2022 

 

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang tahun 2020-2022 juga terus menerus 

mengalami peningkatan seperti terlihat pada table 8. Pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 

4.374.266.860.730,35 ,lalu di tahun 2021 naik lagi menjadi Rp.19.632.577.136.890, lalu naik 

lagi di tahun 2017 menjadi Rp. 4.951.680.888.844,00 dan pada 2022 turun menjadi Rp. 

4.802.598.262.500,00,. 

 Tabel 11 Berdasarkan data yang diberikan, Dapat diamati bahwa Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah Kabupaten Karawang pada periode 2020-2022 memiliki variasi angka yang 

berbeda: 95,31% untuk tahun 2020, 94,32% untuk tahun 2021, dan untuk tahun 2022. sebesar 

100,09%. Dari hasil perhitungan yang tertera dalam tabel 4.10, kinerja keuangan daerah 

Kabupaten Karawang dalam periode tersebut dapat dikategorikan sebagai Tidak Efisien. Hal 

ini terjadi karena semua persentasenya melebihi 40%. Penyebabnya dapat dilihat dari proporsi 

besar Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Karawang Tahun 2020-2022 

dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi realisasi 

belanja termasuk Pengeluaran untuk operasional, modal, tak terduga, dan transfer/ kecamatan 

dan dinas kota 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

1. Kinerja Kemandirian keuangan daerah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dikategorikan tinggi apabila memiliki 

struktur hubungan delegatif dan angka antara 75 hingga 100%. 

100% agar struktur hubungannya bersifat delegatif. Dari tahun 2020 hingga 2022, persentase 

pasien dengan RKKD pada lutut adalah 2020 72,01% Kurang Efektif ,2021 68,14% Kurang 

Efektif & 2022 70,80% Kurang Efektif Pola hubungan nya  menunjukkan bahwa daerah telah 

memiliki kurang kemampuan dan kemandirian penuh dalam mengelola hal-hal yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, sehingga perlu lagi ada intervensi dari pemerintah pusat.  

2. Kinerja Rasio Efektifitas 

Tahun 
Realisasi Belanja 

(Rp) 

Realisasi Pendapatan 

(Rp) 
REKD Kriteria 

2020 4.169.175.569.090,50 4.374.266.860.730,35 95,31% Tidak Efisien 

2021 4.670.671.298.817,62 4.951.680.888.844,00 94,32% Tidak Efisien 

2022 4.806.740.763.915,00 4.802.598.262.500,00 100,09% Tidak Efisien 
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Kinerja Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karawang menunjukkan tingkat efektivitas 

yang tinggi, dengan standar antara 95% hingga 120%, berdasarkan Rasio Efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah (REPAD). Berikut ini adalah angka REPAD secara berurutan: 

119,22%, 115,74% & 99,76% dari tahun 2020 hingga 2022. 

3. Kinerja Rasio Efesiensi 

Kinerja Kinerja finansial pemerintah Kabupaten Karawang tercermin dari tingkat Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) yang relatif tinggi. REKD tergolong tidak efisien karena 

persentasenya melebihi 40%. Dari tahun 2020 hingga 2022, REKD berada pada angka sebagai 

berikut: 95,31%, 94,32%, dan 100,09%. Hal ini disebabkan oleh perbandingan Realisasi 

Belanja Daerah Pemerintah kabupaten Karawang dengan Realisasi Pendapatan Daerah, yang 

menunjukkan ketidak-efisienan. Realisasi belanja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

dana bagi hasil antara kecamatan dan dinas kota, Pengeluaran untuk operasional dan investasi, 

pengeluaran yang tidak terduga, serta pengeluaran untuk transfer. 

b. Saran 

Setelah menjalankan penelitian ini, penulis dapat mengusulkan sejumlah saran yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Karawang secara khusus 

dan masyarakat secara umum. Saran-saran tersebut termasuk hal-hal berikut:: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Karawang 

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Karawang mampu mengoptimalkan penerapan 

pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan kinerja keuangan yang sehat sesuai dengan tujuan 

Pemetintah Kabupaten karawang. Oleh karena itu, belanja modal yang dialokasikan pada aset 

tetap akan bermanfaat dalam jangka panjang dan menghasilkan keuntungan di kemudian hari, 

sehingga memerlukan perhatian yang lebih besar. dalam jangka panjang agar dapat memetik 

hasilnya di kemudian hari. masa depan. Tingkat kemandirian yang tinggi dan berkurangnya 

ketergantungan pada pemerintah pusat merupakan dua faktor yang akan berdampak positif dari 

kinerja yang kuat. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih luas, Diharapkan peneliti berikutnya 

yang meneliti kinerja keuangan daerah dapat menyusun penelitian yang lebih komprehensif 

dan mendalam dengan memperluas analisis ke sejumlah rasio Dengan meluaskan cakupan, 

sehingga dapat mengungkapkan hasil yang lebih mendalam. 
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